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ABSTRAK 

Abstrak : Fungsi Pengawasan merupakan kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan 

terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, 

mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan 

daerah, dan kerjasama internasional di daerah. Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan 

pelayanan publik daerah, DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat, namun Kabupaten Tuban masih termasuk dalam lima besar 

kabupaten termiskin di Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah 

pada kenyataanya mekanisme pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD belum 

maksimal dan memenuhi kriteria dari indikator yang ada. Hal ini dibuktikan dengan DPRD 

lebih sering melaksanakan kunjungan kerja ke luar daerah daripada ke dalam daerah serta 

belum terserapnya anggaran sesuai dengan target yang ingin dicapai. Faktor pendukung dari 

pengawsan DPRD dalam pelaksanaan APBD adalah  Adanaya alat kelengkapan DPRD, 

Kegiatan Peningkatan Kapasitas serta Hubungan antara DPRD dan Pemerintah Daerah yang 

baik. Sedangkan faktor penghambatnya adalah: Kendala Psikologis, Kendala Ekonomis, 

Kendala  Teknis, Kendala Politis dan Kurang tersedianya evaluator.  

Kata Kunci: Pengawasan DPRD, APBD   

Abstract: The Supervisory Function is the authority of the council to conduct supervision on 

the implementation of local regulations and other regulations, supervision of the 

implementation of APBD, overseeing the policies and performance of local governments in 

the implementation of regional development, and international cooperation in the region. As 

the main stakeholder in the provision of regional public services, the DPRD is expected to be 

able to encourage the improvement of community welfare, but Tuban Regency is still included 

in the top five poorest districts in East Java. This research uses qualitative methods using 

technical collecting of primary and secondary data. The result of this study is in fact the DPRD 

supervision mechanism for the implementation of APBD has not been maximal and meets the 

criteria of existing indicators. This is evidenced by the DPRD more often carrying out work 

visits outside the area than into the area and has not absorbed the budget in accordance with 

the targets to be achieved. Supporting factors of the implementation of the DPRD in the 

implementation of The implementation of THE DPRD in the implementation of APBD is 

adanaya dprd equipment, capacity building activities and good relations between dprd and 

local government. While the inhibiting factors are: Psychological Constraints, Economic 

Constraints, Technical Constraints, Political Constraints and Lack of availability of 

evaluators.   
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PENDAHULUAN 

Pembangunan suatu daerah 

membutuhkan pembiayaan yang mana 

sumber dana tersebut berasal dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD).  Pembiayaan Daerah 

adalah transaksi keuangan untuk 

menutup defisit anggaran atau untuk 

memanfaatkan surplus. Defisit atau 

surplus terjadi apabila ada selisih 

antara anggaran pendapatan daerah 

dan belanja daerah. Pembiayaan 

disediakan untuk menganggarkan 

setiap pengeluaran yang akan diterima 

kembali dan/atau penerimaan yang 

perlu dibayar kembali, baik pada 

tahun anggaran yang bersangkutan 

maupun pada tahun anggaran 

berikutnya. Dalam 

penganggarannnya, Pembiayaan 

Daerah dibagi dalam dua bagian yaitu 

Penerimaan Pembiayaan Daerah dan 

Pengeluaran Pembiayaan Daerah. 

Pengaturan tentang tugas dan 

wewenang DPRD berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 

2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, Pasal 154 ayat (1) antara 

lain adalah membahas dan 

memberikan persetujuan 

rancangan PERDA mengenai 

APBD provinsi/kabupaten/kota 

yang diajukan oleh 

gubernur/bupati/walikota, 

meminta laporan keterangan 

pertanggungjawaban 

gubernur/bupati/walikota dalam 

penyelenggaraan pemerintahan 

daerah provinsi/kabupaten/kota 

dan melaksanakan tugas dan 

wewenang lain yang diatur dalam 

ketentuan peraturan perundangan. 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2014 sebagai pengganti Undang-

Undang Nomor 27 Tahun  2009 

tentang majelis Permusyawaratan 



Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan daerah, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah 

menyatakan, DPRD mempunyai 

fungsi penyusunan PERDA, anggaran 

dan pengawasan. Undang-undang 

tersebut menjalankan ketiga fungsi 

dijalankan dalam kerangka 

representasi rakyat di daerah. 

Berbicara tugas dan fungsi DPRD 

berarti membahas tentang apa yang 

hendak diimplementasikan DPRD 

dalam upaya mencapai tujuannya 

untuk memberikan pelayanan publik. 

Fungsi Pengawasan adalah 

kewenangan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah untuk melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan 

perda dan peraturan lainnya, 

pengawasan pelaksanaan APBD, 

mengawasi kebijakan dan kinerja 

pemerintah daerah dalam pelaksanaan 

pembangunan daerah, dan kerjasama 

internasional di daerah. Adanya 

pengelolaan pendapatan dan belanja 

yang efektif dan efisien 

mempersyaratkan adanya kebijakan 

daerah yang inovatif dan memihak 

masyarakat. Sesuai dengan fungsi 

yang tersebut di atas, DPRD bertindak 

sebagai lembaga pengendali atau 

pengontrol, salah satunya yakni 

pengontrol terhadap Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD).  

Namun seringkali fungsi 

pengawasaan tersebut tidak 

dilaksanakan dengan maksimal oleh 

anggota legislatif di berbagai daerah 

menurut beberapa penelitian 

terdahulu, sehimgga penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian terkait 

pengawasan DPRD dalam 

pelaksanaan APBD di Kabupaten 

Tuban. 



KAJIAN PUSTAKA 

Kebijakan Publik 

Kebijakan publik menurut Thomas 

Dye dalam Subarsono (2005:2) adalah 

apapun pilihan pemerintah untuk 

melakukan atau tidak melakukan 

(public policy is whatever 

governments choose to do or not to 

do). 

Monitoring & Evaluasi 

Keberhasilan sebuah program 

dapat dilihat dari apa yang 

direncanakan dengan apa yang 

dilakukan, apakah hasil yang 

diperoleh berkesesuaian dengan hasil 

perencanaan yang dilakukan. Untuk 

dapat memperoleh implementasi 

sebuah acara yang  sesuai dengan apa 

yang direncanakan manajemen harus 

menyiapkan sebuah program yaitu 

monitoring, monitoring ditujukan 

untuk memperoleh fakta, data dan 

informasi tentang pelaksanaan 

program, apakah proses pelaksanaan 

kegiatan dilakukan seusai dengan apa 

yang  telah direncakan. Selanjutnya 

temuan-temuan hasil monitoring 

adalah informasi untuk proses 

evaluasi sehingga hasilnya apakah 

program yang ditetapkan dan 

dilaksanakan memperoleh hasil yang 

berkesuaian atau tidak. 

Pengawasan 

Pengawasan dapat diartikan 

sebagai suatu proses untuk 

menciptakan pekerjaan yang sudah di 

laksanakan. Menilainya dan 

mengkoreksi bila perlu dengan 

maksud supaya pelaksanaan pekerjaan 

sesuai dengan rancangan semula. 

(Manullang, 1997:36). Sedangkan 

menurut Siagian (1990:155) 

pengawasan ialah “proses pengamatan 

dari pada pelaksananan seluruh 



kegiatan organisasi untuk menjamin 

agar semua pekerjaan yang sedang 

dilakukan berjalan sesuai dengan 

rencana yang tekah ditentukan 

sebelumnya” 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif kualitatif yang 

dilakukan di Kantor DPRD Kabupaten 

Tuban. Metode pengumpulan data 

dalam penelitian ini menggunakan dua 

cara yaitu library and document 

research  yaitu memanfaatkan 

perpustakaan untuk mendapatkan 

teori-teori yang sesuai dan field work 

reserach yang meliputi observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Analisis 

data yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis dan 

model interaktif sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Matthew B.Milles 

dan Michael Huberman yang dikutip 

oleh Sugiyono (2005:92) yang mana 

dalam analisis data interaktif 

mencakup penyederhanaan data, 

penyajian data dan penarikan 

kesimpulan.  

Pengawasan DPRD dalam 

Pelaksanaan APBD Tahun 

Anggaran 2020 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) mempunyai tiga fungsi yaitu 

fungsi membentuk Perda, 

penganggaran dan pengawasan. Tugas 

tersebut sudah runtut karena apapun 

yang dijalankan harus ada peraturan 

atau landasan hukumnya termasuk 

dalam hal APBD. Kemudian dalam 

hal penganggaran DPRD bersama 

pihak eksekutif menyetujui bersama 

tentang anggaran. Kemudian untuk 

fungsi pengawasan itu sendiri pada 

saat dilaksakannya anggaran tersebut, 

apakah nanti akan berjalan dengan 



lancar atau tidak. Berdasarkan hasil 

dari wawancara dengan Ketua DPRD 

Kabupaten Tuban, dijelaskan bahwa 

dalam hal pengawasan DPRD 

Kabupaten Tuban telah membagi 

tugas pada alat kelengkapan Dewan 

yakni Komisi-Komisi. DPRD 

Kabupaten Tuban mempunyai empat 

Komisi yakni Komisi 1 yang 

membidangi Pembangunan dan SDM, 

kemudian Komisi 2 membidangi 

Pemerintahan dan Hukum, Komisi 3 

membidangi Ekonomi dan Keuangan 

serta Komisi 4 yang membidangi 

Pendidikan, Kesehatan dan 

Kesejahteraan. Pelaksanaan 

pengawasan anggaran disesuaikan 

dengan bidang komisi masing-masing. 

Pengawasan anggaran tentunya 

mempunyai target tersendiri yakni 

untuk mencapai hasil yang maksimal 

dari apa  yang sudah direncanakan 

sebelumnya. Pencapaian realisasi 

anggaran juga merupakan bentuk 

keberhasilan dalam pengawasan. 

Proses pengawasan DPRD Kabupaten 

Tuban dilakukan dengan cara: Rapat 

Kerja dengan masing-masing mitra 

kerja, meminta dokumen pendukung, 

sidak atau kunjumgam langsung dan 

melalui hak reses. 

Faktor Pendukung dan 

Penghambat dalam Pengawasan 

Pelaksanaan APBD Tahun 

Anggaran 2020 

Faktor Pendukung 

a. Alat Kelengkapan DPRD 

Sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014, 

pembagian alat kelengkapan 

Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah sudah disebutkan dengan 

jelas yaitu Komisi, Badan 

Pembentukan Peraturan Daerah, 

Badan Anggaran, Badan 



Musyawarah, Badan Kehormatan 

serta alat kelengkapan lain yang 

diperlukan dan dibentuk oleh 

rapat paripurna yang mana tugas 

dan tanggung jawab masing-

masing alat kelengkapan ini juga 

sudah ditentukan. Adanya alat 

kelengkapan ini sangat 

membantu DPRD dalam 

pembagian tugas sehingga tidak 

terjadi tumpang tindih dalam 

melaksanakan tugas. 

b. Kegiatan Peningkatan 

Kapasitas DPRD  

Adanya peningkatan 

kapasitas anggota legislatif yang 

diselenggarakan oleh fraksi yang 

bekerjasama dengan Kemendagri 

tentunya sangat bermanfaat bagi 

para angota DPRD karena dalam 

kegiatan tersebut anggota DPRD 

mendapatkan pelatihan khusus 

dengan berbagai materi tentang 

Kedewanan, misalnya tentang 

penganggaran daerah hingga 

pengawasannya. Hal tersebut 

menjadi wajib untuk diikuti 

anggota DPRD dari masing-

masing Fraksi mengingat setiap 

lima tahun sekali terdapat adanya 

pergantian anggota legislatif 

melalui pemilihan umum. 

c. Hubungan antara DPRD dan 

Pemerintah Daerah yang Baik 

Pada tahun 2020, hubungan 

antara lembaga eksekutif dan 

lembaga legislatif di Tuban 

terbilang sangat kondusif, 

mengingat kedua lembaga 

tersebut memiliki latar belakan 

atau partai yang sama. Sehingga, 

dalam memutuskan segala 

sesuatu sangat cepat. Hal ini 

dapat dilihat pada saat proses 

penetapan APBD Kabupaten 

Tuban tercepat se Jawa timur 



pada tahun 2020. Berbeda dengan 

sebelum tahun 2011, yang mana 

proses pembahasan ataupun 

penetapan APBD yang sangat 

lambat bahkan sampai terjadi 

keributan mengingat perbedaan 

latar belakan antara Kepala 

daerah dan Ketua DPRD. 

Faktor Penghambat 

a. Kendala Psikologis  

Banyak aparat pemerintahan 

masih alergi terhadap kegiatan 

evaluasi, karena dipandang 

dengan prestasi diri. Apabila 

hasil evaluasi menunjukkan 

kurang baik, bisa jadi akan 

menghambat karir mereka. 

Sehingga banyak aparat 

memandang kegiatan evaluasi 

atau pengawasan bukan 

merupakan proses kebijakan 

publik. Sehingga saat DPRD 

melakukan pengawasan, hal yang 

terjadi dari pihak eksekutif tidak 

bisa diajak kerjasama dengan 

baik. Hal tersebut menjadi 

kendala yang dialami saat DPRD 

melakukan evaluasi terhadap 

pelaksaan APBD yang ada di 

Kabupaten Tuban. 

b. Kendala Ekonomis 

Dalam melakukan pengawasan, 

tentu saj biaya yang dikeluarkan 

tidak sedikit, setelah melakukan 

proses pengawasan di lapangan, 

tentunya DPRD juga harus 

melakukan prose pengumpulan 

dan pengolahan data yang akan 

dijadikan bahan evaluasi. Biaya 

yang dilakukan untuk pengolahan 

data ini tentunya tidak sedikit, 

mengingat bahwa anggota DPRD 

sendiri tidak memiliki 

kemampuan dalam hal 



pengolahan data. Walaupun gaji 

anggota DPRD terbilang cukup 

besar, namun hal itu sebanding 

dengan biaya  kebutuhan 

sehingga dalam melakukan 

pengawasan DPRD juga enggan 

untuk mengeluarakn biaya. 

c. Kendala  Teknis 

Kendala yang seringkali dialami 

saat melakukan pengawasan 

yaitu kendala teknis, karena 

dalam hal pengawasan DPRD 

terhadap peklaksanaan APBD 

belum ada panduan tentang 

petunjuk teknis  terkait proses 

dalam pelaksanaan pengawasan 

tersebut sehingga hal ini yang 

menjadi kendala bagi anggota 

DPRD. Selain tidak adanya 

juknis tersebut adanya pandemi 

Covid-19 pada waktu itu juga 

berpengaruh dalam pelaksanaan 

pengawasan DPRD Kabupaten 

Tuban, karena adanya 

pembatasan kegiatan masyarakat 

yang dari pemerintah. Sehingga, 

dalam pelaksanaan pengawasan 

oleh DPRD menjadi kurang 

maksimal. 

d. Kendala Politis 

Pengawasan seringkali terbentur 

bahkan gagal dikarenakan 

kendala politis. Masing-masing 

dari kelompok tertentu seringkali 

saling menutupi kelemahan dari 

suatu program karena adanya 

deal atau bargaining politik 

tertentu sehingga terkadang yang 

melakukan pengawasan pun tidak 

maksimal dalam menjalankan 

pengawasan tersebut. 

e. Kurang Tersedianya Evaluator 

Tersedianya sumberdaya 

manusia yang mumpuni dalam 



melakukan pengawasan adalah 

hal yang sangat penting. Namun 

pada ranah ini seringkali 

terabaikan oleh berbagai 

organisasi pemerintahan, tidak 

terkecuali dalam lembaga 

legislatif juga membutuhkan 

seorang evaluator yang 

benarbenar memahami tentang 

anggaran, baik dari perencanaan 

hingga pengawasan. Sumberdaya 

yang ada selama ini pada 

lembaga legislatif ini adalah 

adanya staf ahli fraksi yang 

terkadang latar belakangnya tidak 

memiliki kompetensi yang 

dibutuhkan dalam melakukan 

tugas sebagi staf ahli fraksi. Hal 

tersebut dikarena rekrutmen yang 

dijalankan hanya berdasarkan 

pada suka atau tidak suka. Dari 

hal tersebut menyebabkan kinerja 

dari DPRD dalam pengawasan 

pelaksanaan APBD juga kurang 

maksimal. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

KESIMPULAN 

Pengawasan yang dilakukan 

oleh DPRD terhadap pelaksanaan 

APBD tahun anggaran 2020 

sudah dilaksanakan dan ada 

beberapa indikator yang sudah 

terpenuhi dan belum terpenuhi  

terkait pengawasan yang 

dilakukan oleh DPRD Kabupaten 

Tuban. Dari Indikator efektivitas, 

pengawasan yang dilakukan oleh 

DPRD Kabupaten Tuban sudah 

dapat dikatakan efektif dengan 

melalui beberapa cara 

pengawasan yang sudah 

diimplementasikan. 

Faktor pendukung dari 

pengawsan DPRD dalam 

pelaksanaan APBD adalah a. 



Adanya alat kelengkapan DPRD, 

yang mana pembagian tugas dari 

masing-masing anggota DPRD 

sudah jelas tidak ada tumpang 

tindih tugas dan fungsi; b. 

Kegiatan Peningkatan Kapasitas  

DPRD yakni Fraksi bekerjasama 

dengan Kemendagri untuk 

meningkatkan pengetahun 

anggota DPRD, mengingat 

kapasitas dari masing-masing 

anggota DPRD tidak sama;, c. 

Hubungan antara DPRD dan 

Pemerintah Daerah yang baik, 

SARAN 

Kinerja DPRD harus lebih 

maksimal dalam hal pengawasan 

terhadap pelaksanaan APBD, 

kunjungan kerja keluar daerah 

tidak mempunyai dampak yang 

signifikan terhadap penyerapan 

anggaran yang ada, sehingga 

DPRD disarankan fokus ke sidak 

dalam daerah, sehingga 

komunikasi dengan OPD 

pelaksana anggaran lebih intens 

yang mana dapat berdampak 

pada penyerapan anggaran.. 

DPRD disarankan untuk 

mempunyai tim ahli dalam 

bidang pengawasan dan 

penganggaran sangat dibutuhkan 

dalam menunjang kinerja DPRD 

dalam melaksanakan fungsi 

pengawasan. Karena yang ada 

saat ini hanya staf ahli fraksi yang 

mana latar belakang atau 

kompetensinya belum memenuhi 

kriteria dalam legislasi, 

penganggaran maupun 

pengawasan. 
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